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Andi Ilham. NIM E 111 06 001, Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Proses 
Pembuatan Perda APBD 2013 Provinsi Sulawesi Selatan, Penulis Skripsi Ini 
dibimbing oleh Bapak Drs. H. A. Ya’kub, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak 
Drs. Abdul Salam Muchtar sebagai Pembimbing II. 
 Fungsi DPRD Yang salah satunya adalah fungsi anggaran yang dilaksanakan 
oleh legislator secara efisien dan efektif., maka dapat dipastikan tidak akan terjadi 
defisit antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah dalam penyusunan 
RAPBD yang dapat ditetapkan menjadi APBD. Hal yang demikian dapat dihindarkan 
dengan mengefektifkan fungsi alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas. 
 Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pembuatan perda APBD 
Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan dan Bagaimana Relasi Politik Legislatif Eksekutif 
dalam Proses pembuatan Perda APBD Tahun 2013 , sedangkan penelitian ini bertujuan 
Untuk mengetahui proses pembuatan perda APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Untuk mengetahui Relasi Poltik Legislatif Eksekutif dalam Proses 
pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
 Penelitian ini dilakukan di DPRD Sul-Sel, PEMPROV Sul-Sel dan Kopel 
Makassar, Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif melalui empat alur, yakni 
pengelompokan data, reduksi data, analisis isi dan Penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian dan 
pembahasan ini digunakan yaitu wawancara mendalam dan studi pustakan dan 
Dokumen. 
 Hasil dari penelitian ini adalah  1. Keterlambatan naskah APBD diserahkan 
kepada DPRD oleh pemerintah, dimana idealnya pada bulan September molor hingga 
akhir November, hal ini berimplikasi pada pembahasan yang tidak efektif sehingga 
terjadi perubahan anggaran setelah disahkan.Dalam proses pembuatan perda APBD ini 
banyak kendala yang dialami baik oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah. 
Kewenangan yang telah diberikan UU pada  kedua institusi ini masih terlihat tumpang 
tindih dalam prakteknya, terlihat kurangnya koordinasi diantara kedua institusi tersebut. 
Buruknya koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah membuat penyerahan 
naskah APBD diberikan akhir November dimana idealnya pada bulan September 
mengakibatkan pembahasan APBD molor dan untuk tidak kena penalty berupa 
pengurangan 25% DAU dari Mendagri pembahasannya dipercepat agar seseuai aturan. 
2. Selanjutnya dalam teori Trias Politika, kekuasaan antara Eksekutif , Legislatif dan 
Yudikatif memiliki proporsi yang sama, akan  tetapi dalam kenyataannya dibeberapa 
daerah Legislatif terkadang mendominasi proses pembuatan Perda begitu pula 
sebaliknya, namun khusus untuk diSul-Sel yang terjadi adalah sinergitas antara 
Eksikutif dan Legislatif hal itu disebabkan oleh adanya kesamaan platform Partai 
penguasa Eksekutif dan Legislatif dalam hal ini Golkar, Gubernur sebagai kepala 
Eksekutif tertinggi diprovinsi adalah  ketua Golkar sementara ketua DPRD juga 
merupakan pimpinan Golkar daerah Sul-Sel dan mayoritas anggota DPRD Provinsi 
saat ini adalah mayoritas dari Partai Golkar, sehinggah mudah dipahami bahwa 
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A. LATAR BELAKANG  
Dengan mengikuti kelaziman dengan teori ketatanegaraan pada 
umumnya maka salah satu fungsi DPR adalah dibidang Legislatif. Fungsi 
Legislatif DPR tidak terlepas dari konsep “trias politica” yang ditawarkan oleh 
Montesquieu. Pendapat Montesquieu kekuasaan itu berada pada satu tangan 
maka kekuasaan itu sering disalah gunakan. Untuk mencegah 
penyalahgunaan ataupun penggunaan kekuasaan yang berlebih-lebihan 
maka kekuasaan itu dipisah-pisahkan.Menurut konsep “trias politica” 
kekuasaan dalam negara dibagi ada tiga yakni, kekuasaan Legislatif, 
kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dengan adanya sistem 
pemisahan tersebut maka didalam konsep “trias politica” terdapat suasana 
“check and balance” karena masing–masing kekuasaan dapat saling 
mengawasi, menguji sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu 
melampaui kekuasaan yang telah ditentukan. Dengan demikian akan 
terdapat pertimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut. Konsep 
“trias politica” tersebut diadakan modifikasi dalam sistem pemerintahan 
negara-negara barat. Sedangkan landasan proses kekuasaan Legislatif di 
Indonesia secara garis besar dilakukan oleh pihak Legislatif dan Eksekutif 
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pada tataran DPR dan Presiden juga dilakukan oleh DPRD dan pemerintah 
Daerah.Lembaga Legislatif kita bukanlah konsep barat. Sebagaimana 
diketahui Undang-undang 1945 fungsi membuat UU yang lazim disebut 
fungsi Legislatif bukanlah semata-mata dilakukan oleh DPR. Jelasnya fungsi 
Legislatif dalam ketetanegaraan dilaksanakan secara bersama-sama oleh 
Presiden dan DPR Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Jadi adalah keliru kalau ada 
sementara orang yang beranggapan itu adalah mutlak pada DPR. Apabila 
kita tinjau dari sudut pandang UUD 1945 maka pasal 5 ayat (1) UUD 1945 
menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-
undang dengan persetujuan DPR. Dari rumusan Pasal 5 ayat (1) secara 
tegas tanpa ragu-ragu dinyatakan bahwa: 
1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. 
2. Bahwa undang-undang yang dibentuk Presiden harus mendapat 
persetujaun DPR 
Namun begitu dengan adanya hubungan antara Presiden dan DPR dalam 
pembuatan Undang-Undang maka Presiden tidak bisa membuat Peraturan 
perundang-undangan dengan sewenang-wenang karena DPR akan 
membatasinya dengan mengemukakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. 
Dengan demikian terdapat perimbangan kekuatan antara Presiden dengan 
DPR.Dengan adanya reformasi dibidang politik, hukum, dan perundang-
 3 
undangan maka kedudukan DPRD dan Pemerintah Daerah saat ini 
mengalami perubahan yang mendasar dengan ditetapkannya Undang-
Undang RI Nomor 32 tahun 2004, Sebagaimana perubahan PERPU Nomor 3 
Tahun 2005 dan pembahasan kedua atas UU RI Nomor 12 Tahun 2008 
Tentang Pemerintah Daerah..  
     Undang-Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara 
politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan 
kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat didaerah selain 
6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat 
antara lain politik luar negeri,  moneter dan fiscal nasional, agama, 
pertahanan, keamanan,  dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang 
kita namakan dengan “otonomi daerah”. Pelimpahan itu secara otomatis juga 
memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya 
dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun telah 
terdistribusi ke daerah.  
Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan pemberian 
kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, 
Anggaran dan Pengawasan. Karena diharapkan dengan “Otonomi Daerah” 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mampu meningkatkan peran 
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pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum 
masyarakat di daerah.  
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang ada di 
Republik Indonesia. Sebagai salah satu Provinsi, sudah barang tentu 
mempunyai struktur pemerintahan yang sama dengan wilayah-wilayah 
Provinsi lainnya di Indonesia, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang 
disebut DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Kebijakan Daerah dalam bentuknya sebagai peraturan daerah dapat 
dibagi menjadi dua jenis. B.N Marbun berpendapat bahwa: Peraturan Daerah 
dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Perda yang bersifat insidentil dan 
Perda yang bersifat rutin. Perda yang bersifat insidentil adalah Perda non 
APBD, sedang Perda yang bersifat rutin dinamakan juga Perda APBD1. 
Tulisan ini akan menyoroti Perda APBD. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan selanjutnya ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. Idealnya sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. 
1
 B.N. Marbun, DPR Daerah Masa Depan dan Pertumbuhannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal 162. 
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 Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD 
merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.  
Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai 
instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan 
pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses 
penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara 
Kepala Daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang 
APBD tahun 2013 dapat dicapai paling lambat satu bulan sebelum APBD 
dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah.  
Dalam kewenangannya untuk membuat peraturan daerah (perda), 
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menampung aspirasi dan 
merespon kepentingan masyarakat didaerahnya, sehingga pertimbangan 
dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah bukan hanya untuk 
kepentingan sebagian orang yang memiliki akses terhadap penguasa, tetapi 
menjangkau kepentingan rakyat secara luas dengan demikian akan 
mencerminkan keterwakilan rakyat dalam rangka penyaluran terhadap 
proses pembangunan maupun pelayanan publik. Dalam penyusunan 
anggaran belanja daerah tentunya harus memperhatikan skala prioritas 
kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan. Pendapatan Asli daerah Sulawesi 
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Selatan yang masih kecil tentunya belum mampu untuk memenuhi anggaran 
Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masih sangat tergantung dari pusat. Hal 
semacam ini yang kadang menjadi kendala dalam pembuatan anggaran 
belanja yang benar-benar pro pada rakyat. 
Dalam peraturan Menteri dalam Negeri tentang pedoman penyusunan 
APBD tahun anggaran 2013, adalah pedoman bagi eksekutif dan legislatif 
agar mampu menyusun APBD yang benar-benar sebagai acuan untuk 
melaksanakan pembangunan 1 tahun ke depan. Mengingat APBD tersebut 
harus mampu mengatasi masalah dan tantangan pokok pemerintahan. 
 
 Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dua lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam hal penetapan peraturan daerah APBD seringkali 
mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan 
individu maupun kelompoknya sendiri. Inilah yang seringkali menyebabkan 
APBD kurang dirasakan kehadirannya oleh masyarakat luas. Selain itu dalam 
mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas 
masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi pada tahap implementasi. 
 Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah 
(APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah 
dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD  adalah sebagai 
pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu 
periode. Selanjutnya, sebelum anggaran dijalankan harus mendapat 
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persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat. Dengan melihat hal tersebut 
maka seharusnya anggaran merupakan power relation antara pemerintah 
daerah, DPRD dan rakyat itu sendiri. 
     Semenjak DPRD mempunyai otoritas dalam penyusunan APBD 
terdapat perubahan kondisi yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, 
sistem pengalihan anggaran yang tidak jelas dari pusat ke daerah. Kedua, 
karena keterbatasan waktu partisipasi rakyat sering diabaikan. Ketiga, esensi 
otonomi dalam penyusunan anggaran masih dipelintir oleh pemerintah pusat 
karena otonomi pengelolaan sumber-sumber pendapatan masih dikuasai 
oleh pusat sedangkan daerah hanya diperbesar porsi belanjanya. Keempat, 
ternyata DPRD dimanapun memiliki kesulitan untuk melakukan asessment 
prioritas kebutuhan rakyat yang harus didahulukan dalam APBD. Kelima, 
volume APBD yang disusun oleh daerah meningkat hingga 80% 
dibandingkan pada masa orde baru, hal ini menimbulkan masalah karena 
sedikit-banyak DPRD dan pemerintah daerah perlu berkerja lebih keras untuk 
menyusun APBD. Keenam, meskipun masih harus melalui pemerintah pusat 
namun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman 
daerah baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.  
     Kondisi yang berubah diatas memicu beberapa kecenderungan. 
Pertama,, adanya jargon dari pemerintah daerah yang begitu kuat untuk 
meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam rangka otonomi daerah. 
Dengan demikian bagi beberapa daerah yang miskin SDA akan memilih 
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menggali PAD dengan meningkatan pajak. Bagi daerah kaya sekalipun 
meningkatkan pajak adalah alternatif yang paling mudah karena tidak perlu 
melakukan banyak investasi dibandingkan jika mengekplorasi SDA. Oleh 
karena itu tidak heran bila kecenderungan meningkatkan pajak ini terjadi di 
banyak daerah bahkan daerah yang kaya sekalipun.  
    Kedua, otoritas yang sangat besar bagi DPRD untuk menyusun APBD 
dan menyusun anggaran sangat memungkinkan terjadinya korupsi APBD 
karena tidak ada pengawasan yang sistematis kecuali jika rakyat mempunyai 
kesadaran yang tinggi. Dengan demikian kembali pada kenyataan bahwa 
anggaran adalah power relation maka kemungkinan terjadinya suap terhadap 
DPRD untuk menyetujui pos anggaran tertentu yang tidak dibutuhkan rakyat 












Dari paparan diatas, penulis kemudian tertarik dalam menelaah 
HUBUNGAN LEGISLATIF EKSEKUTIF DALAM PROSES PEMBUATAN 
PERDA APBD 2013 PROVINSI SULAWESI SELATAN.fokus ini akan 
dititik beratkan pada badan legislatif dan eksekutif diProvinsi Sulawesi 
Selatan. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka fokus masalah dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses pembuatan perda APBD Tahun 2013 
Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Bagaimana relasi politik Legislatif Eksekutif dalam proses 
pembuatan perda APBD 2013 Provinsi Sulawesi selatan?    
C. TUJUAN PENELITIAN  
   1. Tujuan Penelitian   
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
1. Untuk mengetahui proses pembuatan perda APBD Tahun 2013 
Provinsi Sulawesi Selatan 
2. Untuk mengetahui relasi politik Legislatif Eksekutif dalam proses 




D. KEGUNAAN PENELITIAN 
a. Manfaat Akademik 
1. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang 
ingin melihat proses pembuatan Perda  APBD Tahun 2013 
Provinsi Sulawesi Selatan serta relasi politik legislatif Eksekutif 
dalam proses pembuatan perda APBD Tahun 2013 Provinsi 
Sulawesi Selatan 
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
3. Menjelaskan fenomena social politik yang ada. 
b. Manfaat Praktis 
1. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik, dan 
sumbangan pemikiran dalam memperkokoh demokratisasi di 
Provinsi Selawesi Selatan. 
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan 










Pembahasan tentang Hubungan Legislatif Eksekutif dalam proses 
pembuatan Perda APBD 2013 Provinsi Sulawesi Selatan, Maka penulis 
dalam bagian tinjauan pustaka ini membuat arah penelitian dalam melihat 
proses pembuatan Perda  APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan serta 
relasi politik legislatif Eksekutif dalam proses pembuatan perda APBD Tahun 
2013 Provinsi Sulawesi Selatan, Adapun kerangka teoritis yang dipakai oleh 
penulis yang diambil dari sumber yang dianggap memiliki kompetensi untuk 
mendukung penelitian ini, meliputi : 
 
A. Teori Kepentingan  
Dalam teori ini menjelasklan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu 
negara maka Negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata 
lain yaitu mencapai kepentingannya. Dengan tercapainya kepentingan suatu 
negara maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, 
ekonomi, sosial maupun pertahanan keamanan, dengan kata lain jika 
kepentingan terpenuhi, maka negara akan tetap survive. Kepentingan 
nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang 
memadu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.  
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Kepentingan terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, 
kekuatan dan keamanan militer, moralitas, dan legalitas. Dalam hal ini, yang 
mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang di ambil oleh suatu negara 
yang dinilai sebagai suatu kepentingan. Suatu kepentingan dalam aspek 
ekonomi, diantaranya adalah meningkatkan keseimbangan kerjasama 
perdagangan suatu negara dalam memprkuat sektor industri dan sebagainya. 
Interaksi antar negara dalam paradigma hubungan internasional 
banyak di tentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri 
tersebut merupakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri. Ia 
meruapakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan 
semata-mata di maksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah 
di tetapkan untuk kurun waktu yang sedang di hadapi, dan hal tersebut 
lazimnya di sebut kepentingan. Tujuan politik luar negeri adalah mewujudkan 
kepentingan negaranya. Tujuan tersebut untuk memuat gambaran atas 
kadaan negara di masa mendatang dan kondisi di masa depan yang di 
inginkan. 
Kepentingan di pahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. 
Konsep tersebut dapat di orientasikan pada ideologi suatu negara ataupun 
pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku negara tersebut.artinya bahwa 
keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa di dasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi antar ideologi 
dengan kepentingan sehingga terjalin hubungan tibal balik dan saling 
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mempengaruhi anatara pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak 
menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri 
yang lain atau baru. 
Kepentingan merupakan bagian yang sangat penting dalam 
pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Setiap negara yang 
menjalankan politik luar negerinya, senantiasa menempatkan kepentingan 
pada prioritas utama. Oleh sebab itu, kepentingan di katakan sebagai inti dari 
pelaksanaan politik luar negeri dan juga di pandang sebagai konsep kunci 
yang di gunakan pda pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan nilai 
pada realitas tindakan politik luar negerinya.     
B. Legislatif 
Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “legislation” yang berarti  1) 
perundang-undangan dan 2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata 
“legislation” berasal dari kata kerja  “to legislate” yang berarti mengatur atau 
membuat undang-undang.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 
legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian, fungsi 
legislasi adalah fungsi membuat undang-undang. 
Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi 
merupakan sebuah proses. Oleh karena itu, Woodrow Wilson dalam bukunya 
“Congressional Government” mengatakan bahwa legislation is an aggregate, 
not a simple production. Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan 
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John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai  “any form of law-making”. 
Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislative 
untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian 
perundang-undangan dalam arti luas. 
Pada hakekatnya fungsi utama dari legilatif adalah membuat undang-
undang (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti 
 fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi, 
karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu 
melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan 
dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan 
tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting) yang merupakan 
sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah APBD setiap tahun anggaran2. 
Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPRD adalah pembentukan 
Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat 
kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam konsep demokrasi 
menempatkan partipasi sebagai intinya, berarti menghendaki 
diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (public 
policy). 
2
Arbi Sanit, Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di 
Indonesia, Imu dan Budaya, Edisi 2, tahun V, Jakarta : Penerbit Universitas Nasional1982 , hal. 48-52 
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Pembuatan kebijakan hukum merupakan tindakan politik sehingga 
dalam proses Rancangan Peraturan Daerah terjadi tiga proses pelaksanaan 
fungsi sistem politik yaitu fungsi input, fungsi pengolahan dan fungsi output3. 
Input dibedakan menjadi dua yaitu tuntutan dan dukungan yang 
keduanya merupakan tindakan politik yang sangat beragam sifat dan 
jenisnya. Tidak semua tuntutan dan dukungan, baik yang berasal dari 
individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi 
secara memuaskan untuk menjadi output. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintaha daerah.Lembaga ini mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan. 
Secara umum yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah 
fungsi untuk membuat peraturan daerah. Hal ini ditegaskan pada pasal 42, 
UU No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: 
1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang  membentuk peraturan 
daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. 
2. DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah 
tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. 
 
3
David Easton, A System Analysis of Political Life, New York : John Willey and Sons Inc, 1965, hal. 57-69 : 
David Easton, A Framework, hal.120. 
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Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 
Tahun 2004, Pembentukan Peraturan Daerah pada dasamya dimulai dari: 
tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, Perumusan, 
pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kedelapan 
tahapan tersebut adalah prosedur baku yang harus dilewati oleh setiap 
Pembentukan Peraturan Daerah.  
Dalam menyusun APBD tahun 2013, Pemerintah Daerah dan DPRD 
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih 
optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah daerah 
menyusun dan menetapkan APBD tahun anggaran 2013 secara tepat 
waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2012. 
2. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah agar 
memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan 
dan penetapan KUA-PPAS bersama DPRD hingga dicapai 
kesepakatan terhadap Raperda APBD antara pemerintah daerah 






C. Susunan, Kedudukan dan Fungsi  DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya 
DPRD berpegang pada ketentuan tata tertib DPRD Propinsi Sulawesi 
Selatan. Adapun kedudukan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, yakni DPRD 
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, susunan DPRD 
Propinsi Sulawesi Selatan terdiri atas anggota partai politik peserta 















D. Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
 
a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama  gubernur;  
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan  peraturan daerah 
mengenai anggaran pendapatan  dan belanja daerah provinsi yang 
diajukan oleh  gubernur;  
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  peraturan daerah 
dan anggaran pendapatan dan  belanja daerah provinsi;  
d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian  gubernur 
dan/atau wakil gubernur kepada Presiden  melalui Menteri Dalam 
Negeri untuk mendapatkan  pengesahan pengangkatan dan/atau 
pemberhentian;  
e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 
gubernur;  
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada  pemerintah daerah 
provinsi terhadap rencana  perjanjian internasional di daerah;  
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja  sama internasional 
yang dilakukan oleh pemerintah  daerah provinsi;  
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban  gubernur dalam 
penyelenggaraan pemerintahan  daerah provinsi;  
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i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja  sama dengan 
daerah lain atau dengan pihak ketiga  yang membebani masyarakat 
dan daerah;  
j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah  sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan; dan  
k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur  dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
E. Kebijakan Publik 
Agar pemaparan kebijakan publik lebih jelas sebelum membahas 
kebijakan publik terlebih dahulu akan dibahas pengertian kebijakan dan 
pengertian publik. Baru setelah kedua pengertian tersebut dibahas 
dilanjutkan kemudian pengertian kebijakan publik.Istilah policy (kebijakan) 
seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain 
seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang ketentuan-
ketentuan usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. 
Secara Etimologis, istilah Kebijakan (policy) berasal bahasa 
Yunani,Sangsekerta, dan Latin. Dimana istilah kebijakan ini memiliki arti 
menangani masalah-masalah publik atau pemerintahan4. Secara umum, saat 
ini kebijakan lebih dikenal sebagai keputusan yang dibuat oleh lembaga 
4
William Dunn, Pengantar Analisa Kebijakan Publik (Edisi II), Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 1999. Hal. 51 
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pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan 
yang terjadi dimasyarakat dalam sebuah negara5. 
Seorang ahli, Anderson  merumuskan bahwa kebijakan itu adalah A 
purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with 
problem or matter of concern6 (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku 
guna memecahkan suatu masalah tertentu). 
Sedangkan pengertian publik; dalam bukunya, Islamy  menjelaskan: 
Kata publik mempunyai dimensi arti agak banyak, secara sosiologis kita tidak 
boleh menyamakan dengan masyarakat7. Perbedaan pengertian masyarakat 
diartikan sebagai “sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan 
tinggal secara bersama –sama”. Didalam masyarakat tersebut norma-norma 
atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-
anggotanya.  
Dilain pihak kata publik diartikan sebagai “kumpulan orang-orang yang 
menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama”. Tidak ada norma 
yang mengikat /membatasi perilaku publik sebagaimana halnya pada 
masyarakat, karena publik itu sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya 
(identifikasinya) secara jelas. Satu hal yang menonjol mereka mempunyai 
perhatian atau minat yang sama. 
 
5
 Ibid, Hal 32. 
6
 Anderson, 1979, Public Policy Making Hoolt, Rinehart and Weston, NewYork hal 77. 
7
 Islamy, 1998, Agenda Kebijakan Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang hal 23. 
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Untuk selanjutnya pengertian publik sebagaimana yang telah diuraikan 
diataslah yang digunakan sebagai pembatas. Selanjutnya pengertian 
kebijakan publik (public policy), Dye memberikan definisi kebijakan publik 
sebagai “is whatever governments choose to do or not to do”. Edwards dan 
Sharkansky mengartikan public policy yang hampir mirip dengan definisi Dye 
tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: “……….is what governments say and 
do, or not do. It is the goals or purpose of governments programs…8” (“adalah 
apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 
Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program 
pemerintah….”). 
Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan bahwa kebijakan 
negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk pidato-pidato pejabat 
teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan 
yang dilakukan pemerintah. Kemudian, berkaitan dengan definisi kebijakan 
Anderson yang telah dikemukakan diatas, Anderson mengatakan “public 
policies are those policies developed by governmental bodies and official 9“. 
Berdasarkan pengertian dari Anderson tentu saja pengertian kebijakan dapat 
dijabarkan sebagaimana diartikan Anderson pada uraian sebelumnya. Jadi 
menurut Anderson setiap kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau 
pejabat pemerintah dapat disebut kebijakan publik. Kebijakan publik tidak 
hanya yang dibuat oleh lembaga/ badan negara tertinggi/tinggi saja, seperti 
8
 Edwards dan Sharkansky dalam Islamy, 1998, Agenda Kebijakan Administrasi Negara, Universitas 
Brawijaya, Malang hal 58. 
9
Anderson, 1979, Public Policy Making Hoolt, Rinehart and Weston, NewYork hal 30. 
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dinegara kita MPR dan Presiden tetapi juga oleh badan/pejabat disemua 
jenjang pemerintahan. 
Sofian Effendi  memberikan batasan kebijakan publik adalah suatu 
tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang 
ada dalam masyarakat yang antara lain tidak mau bertanggungjawab. Jadi 
kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk 
mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat yang orang lain tidak mau 
mengatasinya10.  
Sedangkan menurut Dye kebijakan publik adalah semua pilihan atau 
tindakan yang dilakukan pemerintah, baik untuk melaksanakan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu, lebih jauh lagi dikatakan bahwa pemerintah 
memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, harus ada 
tujuannya (objek). Dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan-
tindakan pemerintah. 
Dari berbagai definisi diatas, pada dasarnya yang dimaksud dengan 
kebijakan publik adalah semua tindakan pemerintah baik untuk melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, untuk mengatasi masalah-masalah 
dalam masyarakat, bentuknya berupa Peraturan perundang-undangan atau 
program-program. 
10
Sofian., 1990, Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal 
Landas, Solo hal 15. 
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Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu 
berupa Peraturan atau Peraturan Daerah, bukanlah suatu proses yang 
sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor 
atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan 
kebijakan tersebut.  
Suatu kebijakan atau Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik 
(misalnya guna mempertahankan status quo pembuat keputusan) tetapi 
justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara 
keseluruhan. Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam perumusan 
kebijakan, Charles Lindblom, menuturkan bahwa pembuatan kebijakan 
negara (Public-Policy-marking) itu pada hakekatnya merupakan “an 
extermely complex, analytical and politica process to which there is no 
beginning or end, and the boundaries of which are mosed uncertain. 
Somehow a complex set of forces that we call policy making all taken 
together, produses effects called policies.” 11(merupakan proses politik yang 
amat kompleks dan analisis dimana tidak mengenal saat dimulai dan 
diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak 
pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut 
sebagai pembuatan kebijakan negara itulah yang membuahkan hasil yang 
disebut kebijakan).  
 
11
Charles Lindblom dalam Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rienika Cipta, 
Jakarta, 1990 hal 54. 
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Raymond Bour merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai 
proses transformasi atau pengubahan input-input politik menjadi output-
output politik. Sementara kalau kita mengikuti pendapat Anderson12 
membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan 
dengan mengatakan: pembuatan kebijakan atau policy formulation sering 
disebut juga policy making dan ini berbeda dengan pengambilan keputusan 
karena pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan sesuatu alternatif 
yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai sampai disitu. Sedangkan 
policy making meliputi banyak pengambilan keputusan. Jadi menurut 
Tjokroamidjoyo, apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, 
maka kegiatan itu disebut pembuatan keputusan, sebaliknya bila pemilihan 
alternatif itu terus-menerus dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut 
dinamakan perumusan kebijakan. 
Dalam defenisi diatas dapat dilihat dengan jelas adalah bahwa pelaku 
yang melahirkan kebijakan adalah pemerintah. Dimana untuk melahirkan 
suatu kebijakan tidaklah dapat dilakukan hanya dalam waktu yang seketika. 
Namun untuk membuat suatu kebijakan dibutuhkan suatu proses yang sering 
disebut dengan proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan 
itu sendiri memiliki makna sebagai serangkaian aktivitas intelektual yang 
divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang 
diatur menurut urutan waktu. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam 
proses pembuatan kebijakan adalah penyusunan agenda, formulasi 
12
Anderson, Public Policy Making Hoolt, Rinehart and Weston, NewYork,  1979, hal 95. 
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kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi 
kebijakan. Skripsi ini membatasi tahapan kebijakan public sampai pada 
formulasi kebijakan. 
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
1. Pengertian APBD 
Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja 
daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang 
APBD”.  Pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar 
pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 
1 Januari sampai 31 Desamber”. 
Menurut Saragih  “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur 
penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi 
perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami 
pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan 
pendapatan daerah (PAD)”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 






2. Struktur APBD 
Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan 
membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan 
daerah, termasuk terhadap struktur APBD. Sebelum UU Otonomi Daerah 
dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang 
berimbang dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah 
pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan 
lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan 
daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai 
dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah. 
Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, 
“Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 1. Pendapatan Daerah, 
2. Belanja Daerah, dan 3. Pembiayaan Daerah”. 
1. Anggaran pendapatan daerah, terdiri atas: 
     - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan 
penerimaan lain-lain. 
     - Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus. 
            - Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. 
2. Anggaran belanja daerah, yang digunakan untuk keperluan 
penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. 
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3. Pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
3. Tahapan Penyusunan APBD 
Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang harus ada di 
daerah untuk jangka panjang dikenal dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 
Dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun yang wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Hal ini dijelaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) yang 
menegaskan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 
Daerah.  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dirinci tiap 
tahun untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang dikenal 
dengan nama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur). Sesuai Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan 
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Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan 
paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.  
Oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya 
menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini berisi 
rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara keseluruhan 
digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut 
selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal 
dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan berpedoman pada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan.  
Sebelum melakukan penyusunan anggaran kinerja (APBD), dokumen-
dokumen perencanaan di daerah seperti dikemukakan di atas yaitu RPJPD, 
RPJMD dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasar bagi 
penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan daerah, seperti yang 
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Pasal 25 ayat 2) 
bahwa : RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat (1) 
dinyatakan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum 
APBD. Sedang dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan 
Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri setiap tahun.  
Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa 
Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 
Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan 
RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam 
Negeri setiap tahun.  
Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa berdasarkan 
kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD 
membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang 
disampaikan oleh kepala daerah.  
Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, dilakukan oleh 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2), menyatakan bahwa setelah rancangan KUA 
dan PPAS disusun, Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan rancangan KUA dan PPAS 
kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I (Pertama) Bulan Juni setiap 
tahun. 
Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), kedua dokumen 
perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 
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selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas 
dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, paling 
lambat Pertengahan Bulan Juni.  
Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. 
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya 
disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan ke dalam 
Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah 
dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (Pasal 87 ayat 3) dijelaskan bahwa : 
Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS 
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 
Atas dasar Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama 
sebagaimana dimaksud, selanjutnya TAPD menyiapkan Rancangan Surat 
Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai 
acuan atau pedoman bagi setiap Kepala SKPD dalam menyusun RKA-
SKPD. Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan menurut bentuk dan tatacara 
yang telah ditetapkan. 
Berdasar Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan 
RKA-SKPD seperti telah disebutkan, para Kepala SKPD beserta staf 
melakukan penyusunan RKA-SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya serta 
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menurut ketentuan lainnya yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : 
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD. 
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas 
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 
Pembahasan tersebut terutama untuk menelaah berbagai aspek 
seperti kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan dokumen lainnya 
dan dihadiri oleh SKPD terkait. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD 
terdapat ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan 
sesuai petunjuk yang diberikan. 
Setelah disempurnakan oleh kepala SKPD, selanjutnya disampaikan 
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang 
telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 
103 ayat (1), (2), (3) dan (4) selanjutnya dinyatakan bahwa : 
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh 
PPKD disampaikan kepada kepala daerah. 
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(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada 
masyarakat. 
(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan 
kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD 
tahun anggaran yang direncanakan. 
(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan 
oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 
Jika telah dilakukan sosialisasi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut 
beserta Nota Keuangannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam 
rangka mendapatkan persetujuan bersama, yang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 43, menyebutkan bahwa Kepala 
Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada 
DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada Minggu 
Pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka 
memperoleh persetujuan bersama.  
Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah 
dan DPRD menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib 
DPRD yang bersangkutan, antara lain dengan melalui rapat-rapat kerja 
dengan SKPD. Dengan kata lain bahwa pembahasan di DPRD melibatkan 
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SKPD yang bersangkutan, apabila SKPD tersebut sudah mendapat 
kesempatan untuk dibahas rancangan kegiatan dan anggarannya yang 
tercantum dalam Rancangan APBD. Setelah melalui pembahasan di DPRD 
antara pemerintah daerah/SKPD dan DPRD, dan telah menemukan atau 
menghasilkan kesepakatan dalam bentuk keputusan bersama, maka 
dianggap bahwa pembahasan pada tingkat daerah di DPRD sudah berakhir, 
untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat (1) 
dinyatakan bahwa Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala 
Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan bersama 
antara Kepala daerah dengan DPRD selesai, maka pembahasan rencana 
kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir, dan atas dasar keputusan 
bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD seperti 
tersebut di atas, Kepala Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
 Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Provinsi tersebut selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sedang Kabupaten/Kota ke 
Gubernur untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi terhadap kedua dokumen 
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perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa : (1) Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan 
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum 
ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam 
Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung 
sejak diterimanya rancangan dimaksud. 
Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota 
yang wajib dievaluasi oleh Gubernur yang bersangkutan dalam 
kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dokumen berupa 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah 
disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi, dan Gubernur bagi 
Kabupaten/Kota, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri 
Dalam Negeri/Gubernur, dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah 
menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
Mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
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penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut : 
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan 
kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi 
ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang 
APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 
kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran sebelumnya.  
Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran tersebut, maka 
berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD 
telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses atau tahap 
perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah berakhir untuk 
tahun anggaran yang bersangkutan. 
UU 32 tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah 
menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai 
berikut: 
a. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama 
DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD 
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b. Berdasarkan arah dan kebijaksanaan umum APBD, Pemerintah 
daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. 
c. Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah 
daerah menyiapkan RAPBD. 
d. Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk 
mendapatkan persetujuan. 
e. Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib 
yang ada.  
G. Kerangka Pikir 
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memberi gambaran 
seluruh aktifitas pemerintahan dan pembanguna daerah kabupaten/kota, 
yang di biayai berdasarkan sumber-sumber penerimaan dan kebijakan 
pembelanjaan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. Karena itu, APBD sering diartikan sebagai 
pernyataan tentang perkiraan dan pengeluaran daerah yang di harapkan 
terjadi dalam satu tahun kedepan berdasarkan kinerja masa lalu.  
Penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
menjadi salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
dari segi fungsi anggaran. Penyusunan APBD dapat dianalisis dengan 
menggunakan persfektif proses atau siklus, yaitu suatumetode yang 
menerapkan siklus atau putaran/tahapan pembuatan kebijakan. 
 37 
  Study yang menyangkut proses kebijakan dapat di telusuri dalam 
empat tahapan yaitu : masalah kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi 
kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan yang di 
maksud adalah kebijakan pembahasan dan penetapan APBD yang berbasis 
kinerja, sebagai metode baru dalam penyusunan dan penetapan anggaran.  
Masyarakat semakin menyadari akan keterlibatannya dalam 
pengelolaan daerah sangatdiperlukan. Paradigm baru dalam pengelolaan 
pembiayaan daerah menuntut adanya transparansi atau keterbukaan, 
partisipasi dan akuntabilitas anggaran. Oleh sebab itu di perlukan suatu 
system anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan 
yang baik, yaitu system anggaran yang berbasis kinerja (performance 
budgeting)  
Anggaran kinerja adalah suatu system anggaran yang mengutamakan 
penghasilan hasil kerja (output) berdasarkan perencanaan alokasi biaya 
(input) yang di tetapkan. Asas anggaran yng berbasis kinerja adalah system 
difisit/surplus. Anggaran dalam hal ini APBD, yang memiliki struktur, yakni 
anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. 
Berbeda dengan struktur lama yaitu anggaran pendapatan, anggaran 
belanja rutin, dan anggaran belanja pembangunan. 
Di telusuri dari aspek kebijakan sumber pendapatan dalam anggaran 
berdasarkan kinerja terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD). Dana 
pertimbangan yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus 
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(DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan dari aspek kebijakan 
belanja, yakni belanjabpelayanan public, bagi hasil/bantuan keuangan, dan 
belanja tak terduga. 
Kebijakan pendapatan daerah yang di manfaatkan untuk membiayai 
seluruh kegiatan dan pembangunan daerah dalam struktur APBD berbasis 
kinerja, memanfaatka tiga sumber. Yang pertama, bagian laba dari usaha 
Negara, dan lain-lain usaha PAD. Ke dua, sumber dana perimbangan yang 
mencakup DAU, DAK, dan bagian hasil pajak dan bukan pajak. Ke tiga, 
sumber dari lain-lain yang sah. 
Selanjutnya secara umum ada dua kebijakan dasar dalam fungsi 
anggaran yang harus di lakasanakan oleh DPRD. Pertama, fungsi kebijakan 
fiscal dilakukan dengan instrument pajak dan pengeluaran pemerintah yang 
terdiri atas alokasi anggaran, distribusi anggaran, stabilisasi anggaran. 
Kedua, fungsi managemen dimana APBD menjadi pedoman kerja, menjadi 









H. Skema Kerangka Pikir 
Skema  1. Kerangka Pikir Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam     

























-Proses  pembuatan 
Perda APBD 2013 
-Relasi politik Legislatif 
Eksekutif dalam proses 
pembuatan Perda 






A. Lokasi Penelitian  
Penelitian akan dilaksanakan di provinsi sulawesi selatan. 
Alasan memilih lokasi penelitian ini karena penulis tertarik 
mengamati proses penetapan perda tentang  APBD di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
B. Tipe dan Dasar Penelitian  
Dasar dan pendekatan pennelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif. 
        Tipe penelitian ini adalah derkriptif analisis yaitu penelitian 
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang 
tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 
mengenai status sebuah gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, namun 
demikian , dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang 
situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian 
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deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk 
mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel yang lain. 
 
C. Jenis Data 
 Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua 
jenis data yakni : 
1. Data Primer 
 Data Primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau 
lokasi penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan 
dan observasi langsung. Penulis turun langsung kedaerah penelitian 
untuk mengumpulkan data dalam berb1agai bentuk seperti rekaman 
hasil wawancara foto kegiatan dilapangan. Data yang didapat 
nantinya adalah hasil dari wawancara penulis yang turun langsung 
dilokasi penelitian yaitu dikabupaten Maros, dengan demikian bias 
memperkuat hasil penelitian tentang Hubungan legislatif Eeksekutif 
dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Data Sekunder 
Melalui penelitian ini, penulis juga telah mencari sumber-sumber 
lain yang mendukung penelitian,penulis Telah mengumpulkan buku-
buku yang berkaitan, jurnal, Koran dan sumber yang bisa 
mengdukung dan menguatkan hasil penelitian. Karena kualitas 
penelitian ini bisa menjadi lebih baik jika didukung dengan 
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banyaknya data relevan yang bisa dijadikan bahan rujukan dalam 
penelitian. 
 D. Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Wawncara Mendalam 
 Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara 
mendalam menggunakan pedoman wawancara agar wawancara 
tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup 
kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan 
yang dipilih adalah infotman yang benar paham dan mengetahui 
permasalahan yang dimaksud.  
Informan yang akan penulis wawancarai untuk pengumpulan data 
yang terdiri dari unsur :  
- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
 -LSM: LSM disini yaitu KOPEL (Koordinator Pemantau 
Legislatif). 
Alasan penulis memilih informan tersebut, karena dianggap 
paham dan mengetahui dengan jelas masalah yang hendak diteliti. 
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Pemilihan informan dan berubah sesuai dengan kebutuhan penulis 
dalam memperoleh data yang akurat. 
2. Studi pustaka dan Dokumen 
Data yang diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan oleh 
penulis adalah berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini dan dokumen yang diperoleh dari lembaga yang 
legislatif dan eksekutif. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dilkukan oleh penulis, antara lain :  
pengelompokan data,reduksi data, analisis isi (content analysis) 
penarikan kesimpulan atau verifikasi dari hasil temuan yang 
diperoleh. 
1. Pengelompokan Data 
Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh 
penulis dalam rangkaian analisis data, untuk 
mengelompokkan hasil temua, diantaranya hasil wawancara 
dari setiap informan, hasil studi pustaka yang dilakukan dan 
dokumen yang diperoleh penulis. 
2. Reduksi Data 
Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data 
mentah, dengan menggunakan alat-alat yang perlu seperti 
alat perekam, catatan lapangan serta observasi yang 
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dilakukan penulis selama berada dilokasi penelitian. Pada 
tahapan ini penulis sekaligus melakukan proses 
penyeleksian,penyederhanaan, pemfokusan dan 
pengabstrasian data dari catatan lapangan dan transkrip 
hasil wawancara. Proses ini berlangsung selama penelitian 
dan penulis akan melakukannya dengan mengunakan 
singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan 
batas-batas permasalahan. Reduksi data seperti ini menurut 
penulis sangat diperlukan sebagai analisis yang akan 
menyeleksi, mempertegas, membuat fokus dan membuat 
hal yang tidak penting serta mengatur sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.  
 Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data hasil 
wawncara yang berupa rekaman, catatan lapangan, dan 
pengamatan lainnya. Penulis melakukan transkrip data 
untuk merubah data hasil wawancara dan catatan lapangan 
dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan sistematis. 
 Setelah seluruh data diubah dalam bentuk tertulis, 
penulis membaca seluruh data tersebut dan mencari hal-hal 
yang perlu dicatat dalam proses selanjutnya yakni 
pengkategorisasian agar data yang diperoleh lebih 
sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampai 
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disini diperoleh kesimpulan sementara berdasarkan data 
yang telah ada. Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan 
triangulasi yakni check and recheck antara satu sumber data 
dengan sumber data yang lainnya. Apakah sumber data 
yang satu sesuai dengan data yang lainnya. Hal tersebut 
dilakukan untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh. 
3. Analisis Isi 
Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil reduksi data 
dari setiap instrumen penelitian yang digunakan untuk 
mendapatkan tingkat perbedaan dan hubungan atau 
korelasi dari setiap temuan baik hasil wawancara, studi 
pustaka dan dokumen. 
4. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis 
berdasarkan hasil analisis isi ( Content analysis) yang 
dilakukan untuk memperjelas hasil temuan selanjutnya 
diinterpretasikan dan disajikan. Dari data-data yang penulis 
kumpulkan, kemudian penulis melakukan pemetaan data 
dari pembahasan selanjutnya melihat hal-hal yang 





GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
Dalam bab ini akan dibahas beberapa aspek, sebagai berikut :, 
Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi selatan, Alat kelengkapan DPRD 
Provinsi Sulawesi selatan dan Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi 
selatan. 
  
A. Fraksi DRPD Provinsi Sulawesi Selatan  
Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014 dibagi menjadi 9 Fraksi, sebagai 
berikut :  
Tabel 1. Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014 












Drs. H. Mapparessa Tutu 
H. Abd. Rahman,  AT 
Hj. Rusni  Kasman, SH, M. Kn 
H.Armin Mustamin Toputiri,  SH 
HJ. A. Ina Kartika sari, SH, M. Kn 
Ir. Yosafat  Tandilinting, MPM 
Ir. Andi Tenri Atta Lantara 
Hj. Andi Tenri Muntu Jabir, S.Pd 













































Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM 
H.Pangerang Rahim 
H. Hoist Bachtiar 
H. A. Kadir Halid 
Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, SH 
Drs. H. A. Harta Sanjaya 
H.Ince Langke Ia.,  S.Pd 
 
H.Ni‟matullah, SE, Ak 
Yusa Rasyid Ali, SE 
Aerin Nizar, SP, M. Hum Res 
Hj. Misriani Ilyas, S.Sos 
Adnan Januar Jaury Dharwis 
Ichsan, SE 
A.M. Irwan patawari, S. Si 
Dr. H. M Sanusi Karateng 
Ir. H. Nupri Basri Patallongi 
 
Ir. H. Doddy Amiruddin 
Dr. Ilham Burhanuddin, SH, MH 
Dr. Usman Lonta, M.Pd 
H.A. Jamaluddin Jafar, SE, MM 




H.Syamsari, SPt, MM 
Dr. H, Hasanna Lawang, Ma 
Ariady Arsal, SP 
Dra. Hj. Devi Santy Erawaty 
H.Amru Saher, ST 
Drs. H. Muh. Jafar Sodding 
 
 
Drs. H. Ambo Dalle 
Abbas Selong, Se, Msi 
Ir. Affandy Agusman Aris 
Ir. H. Imbar Ismail 
Nasrullah Arsyad, SH, Mh 
Mukhtar Tompo, S. psi 































Ir. H. Radjagaoe A. Basir 
Dr. Ir. H.A.M Adil Patu, M.Pd 
Ir. H. A. Hery Suhari Attas 
M.G Lebang, SE 
Drs. H.A. Mustaman, MM 
H.Ilham Noer Toadji, SE, MM 
Ir. H. Irwan Intje 
 
H. Muh. Natfsir Dg. Mappaseng 
H.M.Amir Uskara 
Muh. Taufig Zainuddin, SE,MM 
Drs. H. Abubakar Wasahua, MH 
Andi Mariattang, S.Sos 
 
Suzanna Kaharuddin 
Sarce Bandaso, SH 
Drs. Paulus L. Tandiongan 
Rudy Pieter Goni, SE, MM 
Dan Pongtasik, SH 
Drs. Alexandr Palinggi 
H.Mukhtar Thayeb 
 
H.Anwar Sadat Bin Abdul Malik,Lc 
Ir. Jumardi Haruna 
Muh. Awwal Muin, SH 
Wawan Mattaliu, S,Ksi 
H.Zulkifli,S. Ag 
Dra. Hj.A. Sugiarty Mangun 
Karim,M.Si 
Ir.H.Abd. Chalik Suang 
 
 





B. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
 Adapun Yang menjadi alat kelengkapan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi selatan tahun 2009-2014, sebagai 
berikut : 
1. Pimpinan  
Tabel 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014. 









H.Moh. Roem, SH, M.Si 
H.Andy S. Arief Bulu, SE, MM 
Drs.H.Ashabul Kahfi, M.Ag 















2. Badan Musyawara 
Tabel 3. Badan Munyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014. 




























H.Moh. Roem, SH, M.Si 
H.Andy S. Arief Bulu, SE, MM 
Drs.H.Ashabul Kahfi, M.Ag 
H.Andi Akmal Pasluddin, SP, MM 
A.M. Irwan Patawari, S.Si 
Ir.H.Rahmawati Slthani,MSc 
H.Pangerang Rahim 
Drs. H.A.Kadir Halik 
Drs. H.A. Harta Sanjaya 
Ir. Yosafat Tandilintin,MPM 
HJ. A. Tenri Muntu Djabir, S.pd 
Ir. Andi Tenri Atta Lantara 
Ir. H. Nupri Basri Patallongi 
Ir. H. Doddy Amiruddin  
H.A. Jamaluddin  Jaffar, SE, MM 
DR.H.Hasanna Lawang, MA 
Dra. HJ. Devi Santi Erawaty 
Abbas Selong, SE. M.Si 
Drs.H.M.Amir Anas ,M. Si.Ph.d 
Ir. H. Radjagaoe A.Basir 
H.Ilham Noer Toadji, SE, MM 
Drs. H. Abubakar Wasahua, MH 
Dan Pongtasik, SH 
Drs. Alexander Palinggi 
H.Anwar Sadat Bin Abdul Malik,Lc 
Wawan Mattaliu, S.Ksi 

































3. Komisi-Komisi  
Tabel 4. Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014. 

















































KOMISI C :Bidang 
Keuangan 
 
H.Ajiep Padindang, SE, MM 
Dra. Hj. A. SUgiarti Mangun 
Karim, M.Si 
Dra. Alexander Palinggi 
Hj.A. Tenri Muntu Jabir, S.Pd 
Armin Mustamin Toputiri, SH 
Ir. A. Rahmawati Sulthani 
A.M. Irwan Patawari, S.Si 
Syamsari, S.Pt, MM 
Muchlis Panaungi, SH. 
Nasrullah Arsyad, SH,MH 
M. G. Lebang, SE 
H. Muh. Natsir Dg. Mappaseng 
H. Zulkifli, S.Ag 
 
Aerin Nizar, SP,M.Hum, Resc 
Drs.H.A. Kadir Halid 
Ir. H. Imbar Ismail 
H.A.M. Yangkin Padjalangi, Apt, 
M.Kes 
A.Ina Kartika Sari, SH 
Yusa Rasyid Ali, SE 
Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, MM 
DR. H. Hasanna Lawang, MA 




Ir. Jumardi Hanura 
 
 
H.Amru Saher, ST 
















































































KOMISI E : Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 
H.Hoist Bachtiar 
H.Abdul Rahmat  AT 
H.Ince Langke IA, S.Pd, MM. Pub 
Ni‟matullah, SE,Ak 
Ir. H. Nupri Basri Pattalongi 
Mukhtar Tompo, S.Psi 
Ir.H.A.Hery Suhari Attas 
H.M. Amir Uskara 
Dan Pongtasik,SH 
Wawan Mattaliu, S.Ki 
 
 
Ir.H.A.M Adil Patu, M.Pd 
Muh. Taufiq Zainuddin, SE,MM 
A.Januar January Dharwis, SE 
Rusni Kasman,SH, M.Kn 
Ir. Andi Tenri Atta Lantara 
Ir.Yosafat Tnadilintin, M.PM 
Adnan Purictha Ichsan YL,SH 
Ilham Bahanuddin, SH,MH 
Ariady Arsal,SP 
Ir.Affandy Agusman Aris 






Hj. Tenri Olle Yasin Limpo,SH 
Drs. A. Mustaman, MM 
Drs.H.Muh. Jafar Sodding 
Drs.H.A. Harta Sanjaya 
H.Pangerang Rahim 
Drs.H.Mapparessa Tutu 
 Hj. Misriani Ilyas, S.Sos 
dr. H.M .Sanusi Karateng 
H.Doddy Amiruddin 
Drs. Usman Lonta, M.Pd 
Dra. Hj. Devi Santi Erawaty 
Drs.H. Ambo Dalle 
H.Ilham Noer Toadji, SE, MM 












































Drs. Paulus L. Tandiong 
Rudy Pieter Goni,SE 

























4. Badan Anggaran 
Tabel 5 : Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 



































H.Moh. Roem, SH, M.Si 
H.Andy S. Arief Bulu, SE, MM 
Drs.H.Ashabul Kahfi, M.Ag 
H.Andi Akmal Pasluddin, SP, MM 
H.Hoist Bachtiar 
Mukhtar Tompo, S.Psi 
H.Ajiep Padindang,SE, MM 
H.Burhanuddin Baharuddin,SE, M.Si 
H.Abdul RAhman AT 
Hj. Rusni Kasma, SH, M.Kn 
H.A. Yagkin Padjalangi, Apt, M.Kes 
Hj. Tenri Olle Yasin Limpo,SH 
H.Ni‟matullah, SE. Ak 
Adnan Purichta Ichsan YL, SH 
Yusa Rasyid Ali, SE 
Aerin Nizar, SP, M.Hum, Resc 
Ir. H. Buchari Kahar Muzakkar, MM 
Ilham Burhanuddin,SH, MH 
Drs. H. Usman Lonta, M.Pd 
Ariady Arsal, SP 
H.Syamsari, SPt. MM 
H. Amru Saher. ST 
Ir. Affandy Agusman Aris 
Drs. H. Ambo Dalle 
Ir.H.A.M. Adil Patu, M.Pd 
Ir.H.A. Hery Suhari Attas 
Drs.H.A. Mustaman, MM 
H.M.Amir Uskara, M.Kes 
Muh. Taufiq Zainuddin, SE, MM 
Rudy Pieter Goni,SE 
H.Mukhtar Thayieb 
Drs. Paulus T andiongan 
Ir.H. Abd. Chalik Suang 
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 Selain alat kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
Periode tahun 2009-2014 diatas, Masih ada Badan Kehormatan, 
Panitia Legislasi dan Panitia Penerima aspirasi. 
 
C. Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tabel 6 : Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
No Nama Jabatan Kantor 
1 Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, 
S.H., M.Si, M.H.  
Gubernur  Muspida  
2 
















































Simon S. Lopang, S.H., M.H.  Kepala Biro  
Biro Hukum 
dan HAM  
11 








Drs. Tafiqurrahman  Kepala Biro  Biro Kerjasama  
14 



















H. Agus Sumantri  Kepala Biro  
Biro Humas 
dan Protokol  
19 
Drs. H. Ibrahim Beddu, M.M  Kepala Biro  
Biro Umum dan 
Perlengkapan  
20 
H. Mustari Soba, S.H., M.Si.  Kepala Biro  
Biro 
Pengelolaan 
Aset Daerah  
21 




Drs. H. Ilham A. Gasaling, M.Si.  Kepala Dinas  
Dinas Pemuda 
dan Olahraga  
23 
Drs. H. Mappagio, M.Si.  Kepala Dinas  Dinas Sosial  
24 






Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, 
M.M.  



















Ir. H. Iskandar  Kepala Dinas  
Dinas Kelautan 
dan Perikanan  
29 Dr. Ir. H. Burhanuddin Mustafa, 
M.S.  


















dan Menengah  
33 










Ir. H. Syarif Burhanuddin, 
M.Eng  





Ir. H. Pallaguna. M.Si.  Kepala Dinas  
Dinas Energi 
dan Sumber 
Daya Mineral  
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37 




dan Informatika  
38 





Drs. H. Azikin Solthan, M.Si.  Kepala Badan  Inspektorat  
40 







Dra. A. Murny Amien Situru, 
M.Si  













Ir. H. Muhammad Tamzil, MP.  Kepala Badan  
Badan 
Lingkungan 
Hidup Daerah  
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Ir. Asri A. Pananrang  Kepala Badan  
Badan 
Ketahanan 
Pangan Daerah  
45 




Modal Daerah  
46 






Drs. H. Moh. Yushar Huduri, 
M.Si  
























51 Drs. H.A.M. Amien Achmad, 
M.Pd  
Kepala Badan   
52 
dr. Enrico Merentek  Direktur  
Rumah Sakit 
Umum Daerah 
Labuang Baji  
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Drs. M. Iqbal Aris, M.Si.  Kepala Badan  
Satuan Polisi 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai 
proses pembuatan Perda  APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan serta 
relasi politik legislatif Eksekutif dalam proses pembuatan perda APBD Tahun 
2013 Provinsi Sulawesi Selatan 
 



























Gambar diatas menunjukkan proses pembuatan perda APBD 2013,  
dimana pada tahap awal dimulai dengan penyusunan RPJMD sampai 
kepada penetapan Perda APBD tahun 2013. Dalam beberapa tahapan diatas 
DPRD terlibat pada tahap KUA/PPAS serta pada tahap RAPBD menjadi 
Perda APBD. 
 
1.RPJMD dan RKPD 
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang 
memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM 
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan 
Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai 
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. 
 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen 
perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang 
merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, 
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan 
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 
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oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. 
 Penjaringan aspirasi masyarakat ini diwujudkan dalam pelaksanaan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi dan forum 
SKPD/gabungan SKPD dimana keduanya merupakan kegiatan yang 
berkesinambungan. 
 
 Menurut sekretaris Fraksi PAN DPRD provinsi Sulawesi Selatan Drs. 
Usman Lonta M.Pd:  
“Pada Musrenbang Provinsi, anggota DPRD yang berasal dari daerah 
pemilihan diberikan undangan oleh pemerintah daerah untuk hadir dan 
bersama-sama melakukan penjaringan aspirasi melalui wadah 
Musrenbang tersebut”13  
 
 
 Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut, anggota DPRD yang 
bersangkutan kemudian diberikan resume tentang hasil Musrenbang yang 
telah dihadiri. Hal ini dimaksudkan agar menjadi bahan pembanding terhadap 
RAPBD yang diajukan oleh Gubernur nantinya. Selain itu, anggota DPRD 
juga melakukan penyerapan aspirasi masyarakat melalui mekanisme partai. 
 RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 
daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam 
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menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), 
dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan 
Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran 
Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang 
telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses 
penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD 
harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus 
sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat 
program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi 
SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses 
penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi 
masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). 
  
2. Penyusunan KUA dan PPAS 
 Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah. Kebijakan Umum APBD 
memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, 
kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan 
pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian 
memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target. 
 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program 
prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada 
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. -
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Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi    
kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang   
melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. 
- Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 
- Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah,  
sasaran, SKPD yang melaksanakan. 
-Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD,    
program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai,   bunga, 
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan 
belanja tidak terduga). 
Rancangan KUA dan PPAS diawali dengan hasil Musrenbang tingkat 
provinsi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan 
rancangan Kebijakan Umum APBD. Selanjutnya, rancangan Kebijakan 
Umum APBD diserahkan oleh Gubernur kepada DPRD untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. 
 Menurut Kepala Biro Bina Perekonomian, Drs. Muhammad Firda. M,si  
 
“Setelah diadakan pemaduserasian antara hasil Musrebang tingkat 
Provinsi dengan RPJMD, maka dibuatlah Rancangan Kebijakan 
Umum APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan diajukan oleh 
Gubernur selaku kepala daerah untuk kemudian dibahas bersama 
DPRD untuk dijadikan Kebijakan Umum  APBD”14.  
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 Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara 
DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar 
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD Tahun 
Anggaran 2013. 
 Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana kerja tahunan 
daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-
Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD).  
Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang 
bersifat makro merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan 
rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan 
mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat 
serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 memuat 
program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk 
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setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi 
pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan 
pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. 
 Sebagai langkah awal penyusunan RAPBD, Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut 
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk menyusun Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), 
Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Edaran yang disampaikan 
kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
 Surat Edaran Gubernur dimaksud disiapkan oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang isinya memuat permintaan kepada setiap SKPD agar 
menyusun dan menyampaikan Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra 
RKA-SKPD) yang akan dijadikan bahan untuk menyusun Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). 
Surat Edaran Gubernur yang telah dikeluarkan untuk tahun anggaran 2013 
yaitu, Perihal Permintaan Pra RKA-SKPD dalam rangka Penyusunan KUA & 
PPAS Tahun Anggaran 2013. 
 Berdasarkan Surat Edaran Gubernur tersebut, setiap Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan, menyusun Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra 
 67 
RKA-SKPD) menurut bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Pra 
RKA-SKPD, setiap Unit Kerja yang ada di dalam SKPD masing-masing 
menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, 
sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang 
direncanakan. Setelah selesai menyusun Pra RKA-SKPD, maka Pra RKA-
SKPD tersebut disampaikan oleh masing-masing SKPD kepada Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan seterusnya disampaikan kepada Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dijadikan bahan dalam 
menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan 
Plafond Anggaran Sementara (PPAS) seperti telah disinggung di atas.  
Setelah Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh TAPD 
menurut bentuk dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui ketuanya 
yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada 
Gubernur Sulawesi Selatan yang selanjutnya dengan melalui mekanisme 
administrasi yang telah ditetapkan, Gubernur Sulawesi Selatan 
menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam rangka pembahasannya. Pembahasan Rancangan 
KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 
bersama Panitia Anggaran DPRD.  
 
 Untuk membahas dokumen tersebut, yang pertama-tama dibahas 
adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah KUA selesai 
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dibahas selanjutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama 
Panitia Anggaran DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafond 
Anggaran Sementara (PPAS), karena PPAS disusun berdasar KUA.  
Pembahasan KUA dan PPAS yang dijadwalkan menurut aturan pada 
bulan Juni dan Juli baru dibahas pada akhir September dan Oktober. Jadwal 
pembahasan yang terlambat mengakibatkan proses yang terburu-buru dan 
ketidaktelitian sehingga draf Rancangan KUA dan PPAS yang diserahkan 
hanya mendapat sedikit perubahan. 
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan 
meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah setempat untuk merapikan 
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 
2013. 
Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel,H. Hoist Bachtiar. mengatakan 
"Hasil rapat internal Badan Anggaran meminta kepada pimpinan 
DPRD untuk menyampaikan kepada TAPD agar merapikan KUA-
PPAS yang akan dibahas. KUA-PPAS yang diserahkan ke DPRD 
Sulsel masih banyak yang salah termasuk tidak mencantumkan 
rencana belanja salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, Biro 
Napza dan HIV/AIDS.”15 
 
Format penyusunan KUA-PPAS 2013 relatif sama dengan APBD 2012 
termasuk penyajian angka-angka seperti target Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp 2,593 triliun. Hoist Bachtiar  menambahkan, 
"Ada penjelasan bahwa target PAD naik tujuh persen, tetapi tidak 
terlihat dalam penyajian angka-angka. Dana perimbangan maupun 
PAD tidak berubah dari APBD 2012,"  
15
Wawancara pada hari kamis tanggal 11 Juli 2013. 
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Anggota Fraksi Golkar ini mengemukan,  
“jumlah APBD Sulsel 2013 yang diajukan dalam KUA-PPAS 
sebesar Rp 5,022 triliun dengan komposisi PAD Rp 2,503  triliun, dan 
dana  perimbangan Rp 1,457triliun. Jumlah tersebut masih lebih 
rendah dari  target  pendapatan Sulsel pada APBD pokok 2012 
sebesar Rp5,30 triliun,yang berhasil direalisasikan Rp3,50 triliun 
sampai triwulan tiga atau September . Demikian juga asumsi ekonomi 
yang diajukan,masih sama dengan asumsi-asumsi sebelumnya, 
padahal setiap tahun kondisi ekonomi selalu berubah.” 
 
Jika pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut telah selesai 
(KUA dan PPAS) dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Panitia 
Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah 
yang disebut Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 
(Gubernur Sulawesi Selatan) dengan Pimpinan DPRD. Pimpinan DRPD 
dimaksud adalah Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD. 
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran 
2013 yaitu Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 19 
Nopember 2012. 
 
Penulis melihat dari proses pembahasan KUA dan PPAS ini ada satu 
hal yang menjadi persoalan besar yaitu dengan dilibatkannya Fraksi dalam 
pembahasan KUA/PPAS ini, bahkan pada rapat fraksi pembahasan 
KUA/PPAS ini dapat terjadi penolakan yang berakibat dikembalikannya 
naskah ke DPRD. 
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Yang menjadi persoalan adalah apakah anggota-anggota DPRD yang 
berasal dari berbagai kelompok  mengetahui secara riil keinginan (aspirasi) 
masyarakat di daerahnya. Jika mereka mengetahui, apakah mereka bersedia 
menggunakannya sesuai dengan kewenangan yang dimikilinya. Secara riil 
adalah sulit untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama 
mungkin dapat dijawab dengan mudah. Kebanyakan anggota DPRD akan 
berpendapat seperti itu. Tetapi pertanyaan kedua dapat menimbulkan konflik 
kepentingan yaitu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan golongan 
yang diwakili oleh anggota dewan yang bersangkutan seperti telah dijelaskan 
sebelumnya. 
Pasal. 17 UU 32/2004 mencoba mengurangi konflik kepentingan 
dengan menetapkan bahwa fraksi-fraksi yang dibentuk oleh DPRD bukan 
merupakan alat kelengkapan DPRD. Yang menjadi persoalan disini adalah 
arti kelengkapan dilihat dari sisi Hukum Ketatanegaraan. Sampai berapa jauh 
peranan fraksi-fraksi yang ada di DPRD dalam setiap pengambilan 
keputusan, terutama dalam setiap pengesahan Rancangan Peraturan 
Daerah. Jika peranan fraksi kuat dibandingkan dengan peranan komisi atau 
panitia yang menjadi alat kelengkapan DPRD, maka berarti keputusan yang 
diambil oleh DPRD akan lebih banyak diwarnai oleh keinginan golongan 
(tentu golongan yang besar) dari pada keinginan masyarakat. 
Persoalan yang tersisa adalah pengertian tentang keinginan golongan 
dan keinginan masyarakat. Jika masyarakat terbagi habis secara riil pada 
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semua golongan yang ada, maka berarti keinginan masyarakat akan 
terbentuk oleh penggabungan semua kepentingan golongan. Jika terbagi 
habis secara tidak riil, atau proporsi masyarakat yang ikut memilih wakil-
wakilnya relatif rendah, maka berarti penggabungan aspirasi golongan dalam 
komisi atau panitia tidak akan dapat mencerminkan keinginan masyarakat. 
Sebaliknya, jika peranan komisi atau panitia lebih kuat dalam 
pengambilan keputusan di DPRD, maka berarti keinginan masyarakat akan 
tersalurkan dengan baik. Sebab komisi atau panitia walaupun anggota-
anggotanya juga berasal dari fraksi-fraksi sudah merupakan penggabungan 
semua kepentingan. Kepentingan golongan bisa berkurang dengan adanya 
komisi atau panitia. Akan tetapi pembahasan KUA dan PPAS ini didahului 
oleh Rapat Fraksi sehingga kepentingan golongan (partai politik) akan sangat 
dominan dalam penetapannya. 
Masalah yang juga seringkali terjadi dalam proses penyerahan 
rancangan sampai pada penetapan KUA dan PPAS yakni masalah jadwal.  
Permendagri No.59 Tahun 2007 sudah menggariskan penyerahan 
Rancangan KUA dan PPAS diserahkan TAPD/BAPPEDA kepada DPRD 
pada minggu pertama bulan juni 2012 yang terjadi adalah penyerahan 
Rancangan KUA dan PPAS baru diserahkan pada akhir September 2012. 
Sedangkan pengesahan KUA dan PPAS yang idealnya disahkan akhir bulan 
juli disahkan pada tanggal 19 November 2012. 
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Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar, SP, M.Hum,Resc mengkritik 
masalah ini. Ia mengatakan, 
“Eksekutif kembali menunjukkan sikap tidak disiplin dalam menaati 
agenda pembahasan. Kondisi saat ini, kata dia, akan menjadikan 
Sulsel kembali akan melakukan pembahasan APBD ala kadarnya 
lantaran waktu yang mepet. Draf anggaran yang diajukan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan kembali dibahas dengan tidak 
teliti untuk menghindari sanksi. Saya juga bingung dengan sikap 
eksekutif. Kita selalu dipaksa membahas anggaran dalam waktu 
singkat. Mana bisa efektif. Waktu yang tersisa, praktis sisa satu bulan 
lebih16 
 
Kecaman atas keterlambatan pembahasan anggaran ini juga 
disuarakan direktur Advokasi Kinerja Legislatif Kopel Sulsel, Madjid Bati. 
Menurut dia,  
“itu alamat buruk bagi Sulsel. Akhirnya pembahasannya asal jadi saja. 
Apa yang disodorkan SKPD itu juga yang jadi”.17 
Menanggapi hal ini, Kabag Perencanaan Makro dan Pembiayaan 
pembangunan Sulsel, Ir. H. Amriani S. Suhaeb. M.Si justru menyalahkan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kata dia,  
“keterlambatan itu gara-gara BPK terlambat menyerahkan hasil 
auditnya kepada pemprov. Semua tahapan pembahasan anggaran 
tidak bisa dimulai tanpa ada hasil audit BPK. Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK baru diserahkan September lalu. Karena itu 
penyerahannyan terlambat jadi bukan eksekutif yang salah”.18 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan adanya saling 
menyalahkan antara Pemprov dan DPRD. Tidak terbangunnya komunikasi 
yang baik antara kedua lembaga tersebut menyebabkan koordinasi yang 
buruk sehingga keterlambatan terjadi terus-menerus. Pembahasan 
16
 Wawancara hari senin Tanggal 15 juli 2013. 
17
Wawancara hari Selasa Tanggal 16 juli 2013. 
18
Wawancara hari Rabu tanggal 17 Juli 2013. 
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KUA/PPAS yang melibatkan Fraksi sebanyak dua kali, menunjukkan kuatnya 
kepentingan golongan (partai politik). 
3. Penyusunan RKA-SKPD 
 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA 
SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja 
langsung) program dan kegiatan SKPD  sebagai dasar penyu sunan 
RAPBD.  RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-
masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang 
direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, 
serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 
Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Gubernur perihal pedoman 
penyusunan RKA-SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah 
disepakati oleh Gubernur bersama dengan Pimpinan DPRD.  
Surat edaran tersebut disampaikan kepada setiap SKPD sebagai 
pedoman untuk menyempurnakan Pra RKA-SKPD yang telah disusun 
sebelumnya. Surat edaran yang diterima oleh setiap Kepala SKPD beserta 
KUA dan PPAS yang melampiri surat edaran tersebut, dijadikan dasar atau 
pedoman untuk mengoreksi Pra RKA-SKPD yang telah disusun. Dalam 
menyempurnakan Pra RKA-SKPD dimaksud, setiap Kepala Bidang dan 
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Sekretaris SKPD menyesuaikan program dan kegiatan serta anggaran 
masing-masing sesuai bidang tugas dan fungsinya.  
Penyempurnaan atau penyesuaian yang dilakukan tidak hanya 
mengenai program dan kegiatan serta besarnya rencana anggaran yang 
ditetapkan, akan tetapi juga yang berhubungan dengan aspek teknis seperti 
bentuk dokumen serta bentuk dan jenis lampiran-lampiran sesuai ketentuan 
yang berlaku.  
Jika program dan kegiatan serta rencana anggarannya sudah 
disesuaikan dengan materi surat edaran Gubernur perihal pedoman 
penyusunan RKA-SKPD seperti tersebut di atas, termasuk aspek teknis yang 
perlu disempurnakan, maka selanjutnya setiap Kepala Bidang dan Sekretaris 
SKPD menyampaikan Pra RKA-SKPD masing-masing secara lengkap 
kepada Kepala SKPD.  
Setelah menerima Pra RKA-SKPD dari masing-masing Kepala Bidang 
dan Sekretaris SKPD yang bersangkutan, selanjutnya Kepala SKPD 
mengoreksi Pra RKA-SKPD tersebut dan mendatangani apabila sudah 
sesuai dengan materi surat edaran Gubernur.  
Setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD, maka dokumen tersebut 
sudah berubah menjadi RKA-SKPD (bukan lagi Pra RKA-SKPD), karena 
sudah disesuaikan dengan surat edaran Gubernur perihal pedoman 
penyusunan RKA-SKPD serta KUA dan PPAS yang telah disepakati. RKA-
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SKPD tersebut selanjutnya disampaikan oleh setiap Kepala SKPD kepada 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Penulis melihat keluarnya Pra RKA-SKPD menyalahi aturan yang ada 
seperti yang diungkapkan wakil ketua badan anggaran DPRD Mukhtar 
Tompo, Spsi2, 
“Keluarnya surat edaran untuk meminta Pra RKA-SKPD tersebut tidak 
dikenal dalam prosedur penyusunan KUA dan PPAS, karena menurut 
ketentuan yang berlaku, penyusunan KUA dan PPAS oleh TAPD 
dilakukan berdasar atau berpedoman pada RKPD serta Pedoman 
Penyusunan APBD dari Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan setiap 
tahun, dan bukan berdasar Pra RKA-SKPD”19. 
 
Baik surat edaran Gubernur perihal permintaan Pra-RKA-SKPD, 
maupun Pra RKA-SKPD merupakan dokumen yang tidak dikenal dalam 
prosedur penyusunan APBD pada umumnya, dan penyusunan KUA dan 
PPAS pada khususnya. Surat edaran kepala daerah yang wajib untuk 
disampaikan kepada Kepala SKPD adalah Surat Edaran Kepala Daerah 
perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS disepakati 
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, bukan sebelum KUA dan PPAS 
disusun.  
Kenyataan seperti tersebut menunjukkan bahwa terdapat prosedur 
dan jenis dokumen yang dilakukan/diadakan dalam proses penyusunan 
RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, khususnya ketentuan 
                                                 
 19
Wakil ketua badan anggaran DPRD Sulsel Fraksi Hanura 
19
 Wawancara hari kamis tanggal 18 Juli 2013. 
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penyusunan KUA dan PPAS sebagai salah satu dokumen yang diperlukan 
atau wajib ditetapkan dalam proses penyusunan RAPBD. Dengan kata lain, 
bahwa penyusunan KUA dan PPAS belum efektif dari segi prosedur dan jenis 
dokumen yang digunakan. 
4.  Penyusunan RAPBD 
 Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas 
RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang 
terkait.  
Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat 
ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen 
RKA-SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan 
selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui.  
Setelah RKA-SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka seluruh RKA-SKPD 
disampaikan oleh TAPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk 
dijadikan bahan dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi 
Selatan, sekaligus menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
(Gubernur Sulawesi Selatan) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 
berkenaan. 
Untuk menyusun Rancangan APBD atau disebut juga dengan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, RKA-SKPD yang sudah 
disetujui atau disahkan dimuat dalam format lampiran Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD sesuai bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD berikut lampirannya tercantum dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan Nota Keuangan 
disampaikan kepada Gubernur oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan selanjutnya Gubernur 
menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud kepada 
DPRD setelah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah.  
Sosialisasi dimaksud dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh 
masyarakat yang meliputi berbagai kalangan, seperti tokoh pemuda, tokoh 
pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat lainnya 
yang dianggap perlu. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendiskusikan 
muatan Rancangan APBD yang sudah siap diserahkan untuk dibahas pada 
tingkat DPRD.  
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Acara seperti tersebut dilaksanakan di tempat tertentu yang dianggap 
representatif, termasuk di media elektronik seperti TVRI Stasiun Makassar 
Sulawesi Selatan. Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak melalui 
sosialisasi dimaksud, ditampung untuk dijadikan masukan atau sebagai 
bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan rancangan APBD dalam 
pembahasannya pada rapat-rapat kerja DPRD. 
 Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya Gubernur 
Sulawesi Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD (RAPBD) tersebut beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas 
lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian 
RAPBD kepada DPRD untuk tahun 2013 dilakukan dengan surat pengantar 
Gubernur Sulawesi Selatan disampaikan kepada DPRD. 
Dengan selesainya pengiriman atau penyampaian Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), atau Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD 
diharapkan Rancangan APBD (RAPBD) tersebut dapat dibahas sekaligus 
dapat disetujui bersama antara Gubernur Sulawesi Selatan dan DPRD yang 
bersangkutan. Dengan demikian, maka berarti pula bahwa proses 





5.  Pembahasan dan Persetujuan atas RAPBD 
Ada 4 (empat) tahapan pembicaraan untuk sampai pada tahap akhir 
yaitu disetujui atau tidak disetujuinya sebuah Rancangan Perda APBD oleh 
DPRD. Kegiatan yang ada pada setiap tahapan tersebut adalah: 
Tahap I 
1. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap 
Rancangan Perda APBD 
Tahap II 
1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota 
terhadap Rancangan Perda APBD yang telah disampaikan oleh 
Kepala Daerah 
2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap 
Pandangan Umum para Anggota Dewan 
Tahap III 
1. Pembahasan dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau 
Rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan 
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, atau dengan Pejabat 
Pemerintah Lainnya. 
2. Laporan Hasil Pembicaraan tahap III disampaikan oleh juru 
bicaranya, dalam rapat Gabungan Komisi. 
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Tahap IV 
1. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului 
oleh: 
a. Pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh juru 
bicaranya. 
b. Pembacaan konsep Keputusan DPRD 
c. Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap konsep Keputusan DPRD 
d. Pengambilan Keputusan 
2. Pemberian kesempatan kepada Gubernur untuk menyampaikan 
sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut. 
Ada 3 (tiga) institusi yang menentukan/ bertanggung jawab terhadap 
keputusan DPRD tentang Rancangan Perda DPRD yaitu: Komisi, Panitia dan 
Fraksi. Peranan Panitia dan Fraksi nampaknya cukup dominan dalam 
perencanaan dan pengesahan APBD. Sedangkan Panitia yang dimaksud 
adalah Panitia Anggaran yang sering diisukan sebagai bahagian yang basah.  
Penentuan terakhir dari pembahasan Anggaran ada pula butir IV C 
yaitu tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap konsep Keputusan DPRD. Fraksi 
dapat menyatakan setuju atau tidak setuju. Jika sebahagian besar Fraksi 
menyatakan tidak setuju maka keputusan akhir adalah menolak usul Kepada 
Daerah tentang RAPBD. Kepala Daerah wajib melakukan perbaikan sesuai 
masukan-masukan dari Anggota DPRD 
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Bagan diatas menunjukkan proses pembahasan Ranperda APBD, 
dimana proses dimulai dengan naskah RAPBD diberikan kepada DPRD. 
Setelah Rancangan APBD diterima oleh DPRD, maka sesuai jadwal 
pembahasan yang telah ditetapkan oleh DPRD, langkah awal yang dilakukan 
sesuai aturan tata tertib DPRD, adalah melakukan Rapat Paripurna DPRD 
untuk mendengarkan pidato pengantar Gubernur yang menjelaskan secara 
singkat isi RAPBD yang telah disampaikan kepada DPRD.  
 
Setelah langkah tersebut selesai, maka setiap Fraksi DPRD menyusun 
Pandangan Umum atau berupa tanggapan masing-masing fraksi terhadap 
Rancangan APBD yang telah diterima DPRD dan telah dijelaskan oleh 
Gubernur dalam sidang pleno tersebut. Pandangan Umum atau tanggapan 
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masing-masing fraksi dimaksud disampaikan oleh juru bicara masing-masing 
fraksi dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu.  
Sebagai langkah pembahasan selanjutnya yang dilakukan terhadap 
RAPBD, maka berdasar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah 
disampaikan dalam sidang paripurnanya, Gubernur Sulawesi Selatan 
menyusun jawaban atau penjelasan lebih lanjut terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD melalui 
pandangan umumnya. Sama halnya dengan pidato pengantar dan 
pemandangan umum fraksi, jawaban Gubernur tersebut juga disampaikan 
atau dibacakan oleh Gubernur dalam sidang paripurna yang juga secara 
khusus diadakan untuk itu. Setelah dibacakan jawaban Gubernur, maka 
fraksi-fraksi DPRD menyimpulkan bisa atau tidaknya RAPBD dilanjutkan 
pembahasannya. 
 Apabila jawaban Gubernur diterima atau telah disetujui oleh DPRD, 
selanjutnya DPRD melakukan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam RAPBD 
melalui rapat-rapat kerja Komisi-Komisi DPRD dengan pihak Pemerintah 
Daerah. Untuk memudahkan dan melancarkan pembahasan dimaksud, 
DPRD menghadirkan atau mengikutsertakan Kepala SKPD beserta staf yang 
terkait.  
Dalam membahas RAPBD tersebut, dikaji kembali berdasar dokumen 
perencanaan atau ketentuan lainnya yang berlaku, baik berupa KUA dan 
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PPAS, Pedoman Penyusunan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
beserta aturan pelaksanaannya, termasuk kemampuan keuangan daerah.  
Apabila dalam pembahasannya ternyata didapati adanya rencana 
program, kegiatan dan anggaran yang tidak sesuai dengan pedoman 
dimaksud, maka terhadap rancangan itu dilakukan perbaikan atau 
penyempurnaan oleh SKPD yang bersangkutan, yang kemudian dibahas 
kembali antara DPRD dan SKPD setelah disempurnakan.  
Setelah pembahasan di DPRD selesai dan telah berhasil memperoleh 
kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan DPRD, maka 
kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Bersama yang 
ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD 
bersama segenap  Wakil Ketua DPRD. 
 Berdasar keputusan bersama antara Gubernur Sulawesi Selatan dan 
DPRD dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama TAPD 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai 
dengan hasil pembahasan, sekaligus menyempurnakan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah disiapkan 
sebelumnya untuk selanjutnya diproses lebih lanjut dalam rangka 
penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran APBD disempurnakan, maka segenap 
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dokumen tersebut beserta lampiran lainnya termasuk Nota Keuangan 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Penyampaian 
kepada Menteri Dalam Negeri, dilakukan dengan surat pengantar Gubernur 
Sulawesi Selatan. 
 Setelah Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) menerima dokumen tersebut, 
selanjutnya dijadwalkan untuk dibahas bersama dengan pihak Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh unsur Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pihak Panitia 
Anggaran DPRD.  
Dalam rapat evaluasi yang dilakukan atau dihadiri bersama antara 
unsur dari daerah (Propinsi Sulawesi Selatan) dan pusat (Pejabat pada 
Departemen Dalam Negeri) seperti tersebut di atas, membahas RAPBD 
dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
termasuk pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun seperti telah dikemukakan di 
atas, maupun kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya 
seperti RKPD, KUA dan sebagainya. Dalam tahap ini sudah tidak melibatkan 
unsur SKPD, kecuali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi 
dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, hasil evaluasinya dituangkan 
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dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam 
Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan 
Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang 
Penjabaran APBD dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.  
Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan 
seperti dikemukakan di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, 
selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan menjadi Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.  
Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang 
APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 
TAHUN 2012, tanggal 31 Desember 2012, dan Penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 
2013, tanggal 3 Januari 2013. 
Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran seperti tersebut, 
maka berarti bahwa seluruh proses perencanaan anggaran atau penyusunan 





3. Relasi Poltik Legislatif Eksekutif dalam proses pembuatan perda APBD 
Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan 
DPRD sebagai lembaga Legislatif adalah badan atau lembaga yang 
berwenang untuk membuat Perda (Peraturan Daerah) dan sebagai kontrol 
terhadap Pemerintahan atau Eksekutif, sedangkan Eksekutif adalah lembaga 
yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari fungsinya 
tersebut maka antara pihak Legislatif dan Eksekutif dituntut untuk melakukan 
kerjasama, apalagi di Indonesia memegang prinsip Pembagian Kekuasaan. 
Dalam hal ini, maka tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi. 
Dalam setiap hubungan kerjasama pasti akan selalu terjadi gesekan-
gesekan, begitu juga dengan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif. 
Legislatif yang merupakan wakil dari partai tentunya dalam menjalankan 
tugasnya tidak jauh dari kepentingan partai, begitu juga dengan eksekutif 
yang meskipun dipilih langsung oleh rakyat tetapi secara historis Gubernur 
memiliki hubungan dengan partai, Gubernur sedikit banyak juga pasti 
mementingkan kepentingan partainya. Akibatnya konflik yang terjadi dari 




Realitas Indonesia hari ini terkait Hubungan atau relasi politik antara 
Legislatif dan Eksekutif  Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 
mengenai pemilihan Eksekutif dalam hal ini Gebernur dan wakil Gebernur 
dan pemilihan Legislatif dalam hal ini anggota DPRD yang telah mengubah 
pola atau sistem yaitu dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan 
sistem pemilihan ini ternyata juga berpengaruh terhadap relasi atau 
hubungan antara Presiden dengan anggota DPRD itu sendiri. Pengaruh yang 
dimaksud disini adalah tentang relasi antara Gubernur dan anggota DPRD 
yang tidak kunjung membaik. Dengan pemilihan dari rakyat langsung, 
membuat Gubernur dan anggota DPRD merasa mempunyai legitimasi 
ataupun mempunyai hak bahwa dirinya adalah wakil dari rakyat langsung dan 
merasa punya dukungan penuh dari rakyat. Perasaan yang seperti ini, maka 
bisa jadi mendorong Gubernur menjadi kurang bertoleransi dengan kelompok 
oposisi. Hal ini membuat keegoisan antara Gubernur dan anggota DPRD 
menjadi semakin kuat. Bertolak dari pandangan Linz dan Cile tentang sistem 
multipartai dalam sistem presidensil, maka bisa jadi hubungan yang tidak 
kunjung membaik antara Gubernur dengan legislative karena sistem tersebut. 
Linz menyatakan bahwa jika dalam sistem seperti disebut di atas, maka 
hubungan antara eksekutif dan legislative akan mengalami deadlock. Cile 
juga berpandapat serupa bahwa deadlock bisa terjadi dan itu akan 
menghalangi proses demokrasi. 
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Hubungan atau relasi Gubernur dengan anggota DPRD, bisa juga 
disebabkan oleh sistem presidensil pada pemerintahan Indonesia. Disini 
dapat dijelaskan bahwa sistem presidensil yang tidak mengenal adanya mosi 
tidak percaya, apabila suatu ketika ada konflik atau masalah dengan 
legislative, eksekutif tidak perlu takut dengan adanya penggulingan 
kekuasaan, karena DPRD tidak bisa memberikan mosi tidak percaya. Dari 
sinilah, maka perselisihan antara Gubernur dengan anggota DPRD bisa terus 
berlanjut tanpa ada suatu „ketakutan‟ eksekutif akan kekuasaannya 
hubungan eksekutif dan legislative yang tidak menunjukkan sinyal 
positif disebabkan oleh keegoisan di masing-masing pihak dimana mereka 
sama-sama merasa mempunyai legitimasi yang kuat karena dipilih langsung 
oleh rakyat. Seharusnya eksekutif dan legislative selalu bekerjasama dimana 
yang satu menjadi pelaksana dan yang satu menjadi kontrol terhadap 
pelaksanaan kebijakan. Hal ini tentunya akan lebih baik dibandingkan 
hubungan yang saling menjatuhkan dan ujungnya sebenarnya tidak berpihak 
kepada rakyat hanya kepentingan kelompok masing-masing saja 
Namun realitas itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan atau dengan kata 
lain sangatlah bertolak belakang terkait hubungan Legislatif Eksekutif 
diProvinsi Sulawesi selatan misalnya terkait hubungan atau relasi poltik 
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antara Legislatif dan Eksekutif dalam proses pembuatan Perda APBD Tahun 
2013 di Provinsi Sulawesi Selatan 
 Pada tahap awal sampai pada tahap penetapan Perda APBD tahun 
2013 bisa dipastikan bahwa Eksekutif dalam hal ini pemerintah tidak begitu 
mendapat hambatan hal ini bsa terlihat dalam proses pembahasan sampai 
pada persetujuan Perda tersebut  
Sekretaris Fraksi PAN DPRD provinsi Sulawesi Selatan Drs. Usman 
Lonta M.Pd menyatakan: 
“ Dalam proses Pembahasan anggaran Kami dari Fraksi PAN dalam 
tanggapan fraksi-fraksi setuju dengan rancangan APBD yang di 
usulkan oleh eksekutif selama itu pro rakyat dan untuk pembangunan 
Sul-Sel 20“. 
 
Wakil ketua fraksi democrat, Aerin Nizar, SP, M.Hum,Resc berpendapat : 
“ memang betul bahwa kami bukan partai pendukung eksekutif hari ini. 
tapi tentu apa yang menjadi usulan RAPBD dari eksekutif Partai 
Demokrat tetap mendukung 21” 
 
Aerin Nizar, Menambahkan :  
“ Namun dalam proses pembahasan kemarin Fraksi Partai Demokrat 
tidak setuju dengan usulan Pemerintah terkait beberapa usulan salah 
satunya rencana pinjaman yang dimasukkan dalam RAPBD, karena 
kami menganggap bahwa Anggaran pemerintah bisa menutupi 
itu,namun dalam proses kami mengalami kebuntuan “kalah” dan 






Wawancara pada hari rabu tanggal 10 Juli 2013. 
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Wawancara dengan H.A.M Yagkin Padjalangi Apt, M.kes, Ketua Fraksi Partai 
Golkar, mengatakan bahwa : 
 “Kalau berbicara mengenai Pembahasan APBD 2013  artinya begini 
dimana-mana kalau siapa yang mempunyai jumlah anggota yang 
paling banyak itulah yang mendominasi tentunya fraksi partai Golkar 
dalam hal ini partai yang cukup mendominasi dalam hal pembahasan 
dan persetujuan 22” 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan bahwa Pemerintah 
dalam proses pembahasan tidak mengalami hambatan yang berarti 
dikarenakan platform partai penguasa eksekutif dan legislative sama dalam 
hal ini Golkar,  
Secara singkat kita bisa melihat hubungan antara Legislatif dan 
Eksekutif dalam proses pembuatan perda itu dimulai dari penyusunan 
RAPBD, Gubernur sabagai kepala Eksekutif tertinggi diProvinsi Sulawesi 
Selatan adalah  ketua Golkar sementara ketua DPRD juga merupakan 
pimpinan Golkar daerah sulsel dan mayoritas anggota DPRD provinsi saat ini 
adalah mayoritas dari partai Golkar, sehinggah mudah dipahami bahwa 














 Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari studi tentang 
Proses Pembuatan Perda APBD tahun 2013 Serta Relasi politik Legislatif 
Eksekutif dalam proses pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
A. Kesimpulan 
 DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tiga fungsi 
penting salah satunya yaitu fungsi legislasi, yakni fungsi membuat peraturan 
dalam hal ini Perda APBD. Sebagai lembaga perwakilan rakyat 
seharusnyalah DPRD menyerap aspirasi masyarakat ditingkat bawah agar 
pembangunan dapat lebih dirasakan. 
 Keterlambatan naskah APBD diserahkan kepada DPRD oleh 
pemerintah, dimana idealnya pada bulan September molor hingga akhir 
November, hal ini berimplikasi pada pembahasan yang tidak efektif sehingga 
terjadila perubahan anggaran setelah disahkan. 
Dalam proses pembuatan perda APBD ini banyak kendala yang 
dialami baik oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan yang 
telah diberikan UU pada  kedua institusi ini masih terlihat tumpang tindih 
dalam prakteknya, terlihat kurangnya koordinasi diantara kedua institusi 
tersebut. 
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Buruknya koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah membuat 
penyerahan naskah APBD diberikan akhir November dimana idealnya pada 
bulan September mengakibatkan pembahasan APBD molor dan untuk tidak 
kena penalty berupa pengurangan 25% DAU dari Mendagri pembahasannya 
dipercepat agar seseuai aturan. 
Selanjutnya dalam teori Trias politika, kekuasaan antara eksekutif , 
Legislatif dan yudikatif memiliki proporsi yang sama, akan  tetapi dalam 
kenyataannya dibeberapa daerah,  legislative terkadang mendominasi proses 
pembuatan perda begitu pula sebaliknya, namun khusus untuk diSul-Sel 
yang terjadi adalah sinergitas antara Eksikutif dan Legislative hal itu 
disebabkan oleh adanya kesamaan platform partai penguasa Eksekutif dan 
Legislative dalam hal ini Golkar, Gubernur sebagai kepala Eksekutif tertinggi 
diprovinsi adalah  ketua Golkar sementara ketuan DPRD juga merupakan 
pimpinan Golkar daerah Sul-Sel dan mayoritas anggota DPRD provinsi saat 
ini adalah mayoritas dari Partai Golkar, sehinggah mudah dipahami bahwa 









Pembuatan Perda APBD yang melibatkan banyak pemangku 
kepentingan seyogyanyalah terjadi koordinasi yang baik agar tidak terjadi lagi 
keterlambatan penyerahan naskah APBD yang berakibat tidak efektifnya 
pembahasan sehingga terkesan mengada-ada.  
Aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui baik media maupun LSM 
sebaiknya diperhatikan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi agar masyarakat 
merasa dilibatkan dan pada akhirnya akan ada partisipasi aktif masyarakat 
dalam proses pembangunan didaerah.  
Kiranya hubungan yang terjalin antara Eksekutif dan Legislative 
hubungan parner atau mitra kerja bukan hubungan saling menginterfensi dan  
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